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Abstrak
 

Era perdagangan babas mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak lebih profesional

dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjauhkan dirt dart kepentingan individu atau kelompok

tertentu, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Melalui Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Pemerintah berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus sebagai contoh yang baik bagi

rakyatnya dalam melakukan kegiatan bisnis. semi mengejar keuntungan yang sebesarbesarnya, Pemerintah

memilih model perseroan terbatas sebagai kendaraan dalam menjalankan usahanya yang diimplementasikan

dalam bentuk BUNN Persero.

 

BUMN Persero sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab pribaoi sebagaimana telah diatur

dalam doktrin-daktrin perseroan terbatas, UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menunjang cita-cita luhur menjadi penggerak perekonomian yang baik, pemerintah berusaha

senantiasa mengikuti aturan-aturan yang baik dan benar dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah

satunya adalah dengan mengimplementasikan doktrin pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate

governance) dalam BUN Persero. Doktrin tersebut menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh demi

menciptakan ikliin usaha yang baik.

 

Namun di Indonesia seringkali pandangan mengenai kepentingan negara seolah merupakan alasan pembenar

untuk menempuh jalan apapun, termasuk di dalamnya jalan yang melanggar asas-asas yang sebelumnya

dijunjung tinggi dan dijadikan acuan. Urusan negara, urusan perusahaan dan korupsi semakin lama semakin

dicampuradukkan pengertiannya sehingga menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan iklim usaha di

tanah air yang senyata  nyatanya	telah mengakibatkan kesimpangsiuran dalam putusan pengadilan.

<hr><i>Free-trade era requires the government of the Republic of Indonesia to act more professionally and

distance itself from individual and group interest, especially in economic matters. The government hopes to

utilize state owned enterprise to drive the economy and to act as a good model for other domestic

enterprises. For greater profits, the government has chosen a limited company model as a vehicle to run its

business organization in the form of limited state owned company (BUMN Persero).

 

State owned limited enterprise as a legal entity has its own rights and obligation as specified by limited

liability company doctrine, law of Limited Liability Company and law of the State Owned Enterprise. The

government in order to fulfill its role as economic driver always attempts to abide by the regulations such as

implementing the principles of good corporate governance in the state owned limited enterprise. Such

doctrine determines measures that need to be taken in order to ensure favorable business climate.
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Nevertheless in Indonesia, state interest frequently is being used as a reason to justify measures that violate

sound legal doctrines. For example, misunderstanding in regard to public and private realm of law, as well

as incorrect interpretation of the definition of corruption has led to confusion in upholding the law.</i>


